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Abstrak  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran evaluasi dalam pengembangan dan 
implementasi kebijakan kurikulum pendidikan dasar melalui pendekatan kajian literatur 
yang komprehensif. Evaluasi dipandang sebagai instrumen penting yang tidak hanya 
mengukur efektivitas kebijakan, tetapi juga memberikan umpan balik yang 
berkelanjutan untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan. Kajian ini menelaah 
berbagai model evaluasi kebijakan, seperti model CIPP (Context, Input, Process, 
Product) serta pendekatan formatif dan sumatif yang relevan dalam konteks 
pendidikan dasar. Hasil kajian menunjukkan bahwa evaluasi memiliki peran strategis 
dalam memastikan kebijakan kurikulum berjalan sesuai tujuan dan mampu beradaptasi 
dengan dinamika pendidikan. Namun, praktik evaluasi di lapangan masih menghadapi 
kendala seperti rendahnya partisipasi guru, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya 
pemahaman akan pentingnya evaluasi yang objektif dan berkelanjutan. Selain itu, 
tantangan utama yang ditemukan meliputi aspek sumber daya manusia dan persepsi 
evaluasi yang masih dianggap sebagai formalitas administratif. Berdasarkan temuan 
tersebut, kajian ini merekomendasikan peningkatan keterlibatan pemangku 
kepentingan, penguatan kapasitas evaluator, adopsi model evaluasi yang 
komprehensif, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi 
dan berkelanjutan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan 
efektivitas pengembangan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum pendidikan dasar 
sehingga mampu menjawab kebutuhan pendidikan yang dinamis dan kompleks di 
Indonesia. 
 
Kata Kunci: Peran, Evaluasi, Kebijakan Kurikulum  

   
Abstract 

 
This study aims to examine the role of evaluation in the development and 
implementation of basic education curriculum policies through a comprehensive 
literature review approach. Evaluation is seen as an important instrument that not only 
measures the effectiveness of policies but also provides ongoing feedback for policy 
improvement and adjustment. This study examines various policy evaluation models, 
such as the CIPP (Context, Input, Process, Product) model and formative and 
summative approaches that are relevant in the context of basic education. The results 
of the study indicate that evaluation has a strategic role in ensuring that curriculum 
policies run according to their objectives and are able to adapt to the dynamics of 
education. However, evaluation practices in the field still face obstacles such as low 
teacher participation, limited resources, and a lack of understanding of the importance 
of objective and ongoing evaluation. In addition, the main challenges found include 
aspects of human resources and perceptions of evaluation which are still considered 
administrative formalities. Based on these findings, this study recommends increasing 
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stakeholder involvement, strengthening the capacity of evaluators, adopting a 
comprehensive evaluation model, and developing an integrated and ongoing 
monitoring and evaluation system. The implementation of these recommendations is 
expected to increase the effectiveness of the development and implementation of basic 
education curriculum policies so that they are able to answer the dynamic and complex 
educational needs in Indonesia.  
 
Keywords: Role, Evaluation, Curriculum Policy
 
PENDAHULUAN 

Pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam sistem pendidikan nasional 
yang berperan penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan 
peserta didik. Kurikulum sebagai salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan 
berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran yang harus terus 
dikembangkan agar relevan dengan kebutuhan zaman (Depdiknas, 2003). 
Pengembangan kurikulum pendidikan dasar tidak hanya sekadar merancang materi 
pembelajaran, tetapi juga melibatkan kebijakan yang harus diimplementasikan secara 
efektif agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan 
menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan 
sesuai dengan harapan dan memberikan dampak positif (Patton, 2008). 

Evaluasi kebijakan dalam konteks pengembangan kurikulum pendidikan dasar 
berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan implementasi kebijakan serta sebagai 
mekanisme umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Tanpa evaluasi yang 
sistematis, pengembangan kurikulum dapat mengalami stagnasi dan tidak responsif 
terhadap dinamika kebutuhan pendidikan (Scriven, 1991). Era Kurikulum Merdeka 
yang menekankan fleksibilitas dan kemandirian sekolah dalam mengelola 
pembelajaran menuntut adanya evaluasi yang adaptif dan komprehensif. Evaluasi 
tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pelaksanaan kebijakan yang 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Kemendikbudristek, 2022). 

Studi literatur mengenai evaluasi kebijakan pengembangan kurikulum 
pendidikan dasar penting dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan, teori, 
dan praktik evaluasi yang telah diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam 
konteks pendidikan dasar (Guba & Lincoln, 1989). Kajian ini juga bertujuan untuk 
memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana evaluasi kebijakan dapat 
memperkuat implementasi kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan 
peserta didik dan masyarakat luas (Patton, 2011). Dalam konteks global, evaluasi 
kebijakan pendidikan telah menjadi fokus utama berbagai negara dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan dasar, sehingga hasil kajian ini dapat memberikan 
kontribusi bagi pengembangan kebijakan di Indonesia (OECD, 2019). Selain itu, 
evaluasi kebijakan juga berperan dalam mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam 
pelaksanaan kurikulum, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis yang 
berbasis bukti untuk pengambilan keputusan yang lebih baik (Rossi, Lipsey, & 
Freeman, 2004). 

Kurikulum pendidikan dasar yang efektif harus mampu menjawab tantangan 
perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang cepat. Oleh karena itu, evaluasi 
kebijakan menjadi instrumen penting untuk memastikan kurikulum tetap relevan dan 
berkualitas (Fullan, 2007). Dalam pelaksanaannya, evaluasi kebijakan menghadapi 
berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, 
dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, yang perlu diatasi agar 
pengembangan kurikulum dapat berjalan optimal (Anderson, 2006). Kajian literatur ini 
juga akan membahas berbagai model dan teori evaluasi kebijakan yang dapat 
diaplikasikan dalam konteks pendidikan dasar, seperti model Kirkpatrick, teori 
implementasi kebijakan, dan pendekatan partisipatif (Kirkpatrick, 1998; Sabatier, 
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2007). Dengan memahami berbagai teori dan praktik evaluasi kebijakan, para pembuat 
kebijakan dan praktisi pendidikan dapat merancang strategi evaluasi yang lebih efektif 
dan berkelanjutan (Chen, 2015). 

 
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa evaluasi yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan, termasuk guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan, dapat 
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kurikulum (Bryk et al., 
2010). Oleh karena itu, kajian ini juga akan menyoroti pentingnya kolaborasi dan 
komunikasi antar pemangku kepentingan dalam proses evaluasi kebijakan 
pengembangan kurikulum pendidikan dasar (Levin, 2013). Secara keseluruhan, latar 
belakang ini menegaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan elemen vital dalam 
pengembangan dan implementasi kurikulum pendidikan dasar yang adaptif, efektif, dan 
berkelanjutan, sehingga kajian literatur ini sangat relevan untuk mendukung 
peningkatan mutu pendidikan di Indonesia 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kajian literatur ini 
adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peran evaluasi dalam pengembangan dan 
implementasi kebijakan kurikulum pendidikan dasar?; 2) Apa saja teori dan model 
evaluasi kebijakan yang relevan untuk konteks pendidikan dasar?; 3) Bagaimana 
praktik evaluasi kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan dasar yang telah 
diterapkan dalam studi terdahulu?; 4) Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi 
dalam evaluasi kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan dasar?; 5) Bagaimana 
rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas evaluasi kebijakan dalam 
pengembangan kurikulum pendidikan dasar? 

Tujuan utama dari kajian literatur ini adalah: 1) Mengkaji peran evaluasi dalam 
pengembangan dan implementasi kebijakan kurikulum pendidikan dasar; 2) 
Mengidentifikasi teori dan model evaluasi kebijakan yang dapat diaplikasikan dalam 
konteks pendidikan dasar; 3) Menganalisis praktik evaluasi kebijakan pengembangan 
kurikulum pendidikan dasar berdasarkan studi terdahulu; 4) Mengidentifikasi tantangan 
dan hambatan dalam evaluasi kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan dasar; 
5) Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas evaluasi 
kebijakan dalam pengembangan kurikulum pendidikan dasar. 
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk 
menggambarkan dan menganalisis secara mendalam Peran Evaluasi dalam 
Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar. Pendekatan 
kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah memahami fenomena, konsep, dan 
praktik yang telah ada melalui kajian literatur yang komprehensif, bukan untuk 
mengukur atau menguji hipotesis secara kuantitatif (Creswell, 2014). 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan analisis 
literatur dari berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, 
laporan penelitian, dokumen kebijakan pendidikan, dan artikel akademik yang 
membahas Peran Evaluasi dalam Pengembangan dan Implementasi Kebijakan 
Kurikulum Pendidikan Dasar. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan kriteria relevansi, 
kredibilitas, dan keterkinian informasi untuk memastikan kualitas dan validitas data yang 
dianalisis (Bowen, 2009). 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara sistematis, yaitu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, dan memilah literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Pencarian 
literatur dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan 
perpustakaan digital universitas, menggunakan kata kunci seperti " Peran Evaluasi"," 
Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Kurikulum ", dan "sekolah dasar". 

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik dan analisis isi 
(content analysis). Analisis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama 
yang muncul dari literatur terkait Peran Evaluasi dalam Pengembangan dan 
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Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar. Tema-tema ini kemudian 
diklasifikasikan dan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan 
mendalam. 

Analisis isi digunakan untuk mengkaji isi dokumen secara sistematis, termasuk 
mengidentifikasi pola, konsep, dan hubungan antar variabel yang relevan dengan tujuan 
penelitian (Elo & Kyngäs, 2008). Dengan metode ini, penelitian dapat menyajikan 
sintesis yang komprehensif dan kritis terhadap berbagai temuan dan teori yang ada. 

Untuk menjaga validitas dan keandalan data, penelitian ini menerapkan teknik 
triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai 
literatur yang berbeda. Selain itu, proses analisis dilakukan secara berulang dan 
sistematis untuk memastikan konsistensi interpretasi data (Lincoln & Guba, 1985). 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data 
melalui studi dokumentasi, dan analisis tematik serta isi, penelitian ini diharapkan 
mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai Peran 
Evaluasi dalam Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan 
Dasar. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, berikut adalah hasil kajian 
literatur yang komprehensif terkait peran evaluasi dalam pengembangan dan 
implementasi kebijakan kurikulum pendidikan dasa 
r. 
1. Peran Evaluasi dalam Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Kurikulum 
Pendidikan Dasar 

Evaluasi berperan sebagai instrumen penting dalam seluruh siklus kebijakan 
kurikulum, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga peninjauan kembali. 
Evaluasi membantu mengidentifikasi kebutuhan pendidikan, mengukur efektivitas 
implementasi, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan (Patton, 2008; 
Stufflebeam, 2003). Dalam konteks pendidikan dasar, evaluasi memastikan bahwa 
kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mampu 
meningkatkan kualitas pembelajaran (Fullan, 2016). Evaluasi juga berfungsi sebagai 
alat monitoring yang mendeteksi hambatan dan tantangan selama implementasi 
sehingga memungkinkan penyesuaian kebijakan secara tepat waktu (Sabatier, 2007). 

Evaluasi memegang peranan sentral dalam pengembangan dan implementasi 
kebijakan kurikulum pendidikan dasar. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat 
pengukur keberhasilan, tetapi juga sebagai mekanisme umpan balik yang 
memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam kebijakan dan praktik kurikulum 
(Brinkerhoff, 2003; PC, n.d.). Evaluasi yang dilakukan secara objektif dan 
berkesinambungan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rancangan, 
pelaksanaan, dan hasil kurikulum sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat 
sasaran (Fullan, 2016; PC, n.d.). 

Menurut PC (n.d.), evaluasi kurikulum harus dilakukan secara komprehensif 
dan berkesinambungan agar hasilnya maksimal. Tanpa evaluasi yang sistematis, 
kondisi nyata pelaksanaan kurikulum sulit diketahui, sehingga pengembangan 
kurikulum cenderung stagnan atau tidak relevan dengan kebutuhan pendidikan saat 
ini. Evaluasi juga berperan dalam memastikan bahwa tujuan pendidikan dasar 
tercapai, terutama dalam hal kemajuan siswa sesuai standar yang telah ditetapkan. 
 
2. Teori dan Model Evaluasi Kebijakan yang Relevan 

Beberapa teori dan model evaluasi yang banyak digunakan dalam konteks 
pendidikan dasar antara lain model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang 
menilai kebijakan secara menyeluruh dari berbagai aspek (Stufflebeam, 2003). Model 
Utilization-Focused Evaluation (Patton, 2008) menekankan pentingnya hasil evaluasi 
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yang dapat langsung digunakan oleh pembuat kebijakan. Selain itu, pendekatan 
partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, 
dan masyarakat juga semakin populer untuk meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas 
evaluasi (Brinkerhoff, 2003). 

Berbagai teori dan model evaluasi kebijakan dapat diaplikasikan dalam konteks 
pendidikan dasar. Model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan 
oleh Stufflebeam (2003) sangat relevan karena menilai kebijakan dari berbagai aspek 
mulai dari konteks, sumber daya, proses pelaksanaan, hingga hasil akhir. Selain itu, 
pendekatan evaluasi formatif dan sumatif juga penting untuk memastikan evaluasi 
tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pengembangan dan 
implementasi (Patton, 2008; Rossi et al., 2004). 

model evaluasi kurikulum yang digunakan di Indonesia sering mengacu pada 
pendekatan humanistic ideal dan scientific ideal, yang menekankan evaluasi yang 
menyeluruh, objektif, dan berorientasi pada tujuan. Teknik evaluasi yang digunakan 
dapat berupa teknik tes maupun teknik bukan tes, yang memungkinkan penilaian yang 
lebih holistik terhadap efektivitas kurikulum. 
 
3. Praktik Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dalam 
Studi Terdahulu 

Studi terdahulu menunjukkan bahwa praktik evaluasi kebijakan kurikulum di 
berbagai negara dan konteks pendidikan dasar umumnya menggunakan kombinasi 
evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses 
pengembangan dan implementasi untuk memberikan umpan balik yang bersifat 
korektif, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah implementasi untuk menilai 
hasil akhir kebijakan (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Contoh praktik evaluasi yang 
berhasil melibatkan pelibatan guru sebagai evaluator internal yang memberikan insight 
langsung dari lapangan (Fullan, 2016). Namun, beberapa studi juga mengungkapkan 
bahwa evaluasi seringkali kurang optimal karena keterbatasan sumber daya dan 
resistensi dari pelaksana kebijakan (Sabatier, 2007). 
 Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa praktik evaluasi kebijakan 
pengembangan kurikulum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Misalnya, 
penelitian oleh Nurul Huda (dikutip dalam PC, n.d.) mengungkapkan bahwa mutu guru, 
kepala sekolah, pengawas, dan komite madrasah menjadi faktor utama yang 
mempengaruhi efektivitas evaluasi kurikulum. Selain itu, partisipasi guru dalam 
evaluasi masih rendah, yang menyebabkan evaluasi sering bersifat subjektif dan tidak 
berkelanjutan (Karima Nabila Fajri, dalam PC, n.d.). Penelitian lain terkait implementasi 
Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah dasar di Makassar (Semnasdies, 2024) 
menunjukkan bahwa evaluasi implementasi kurikulum harus mempertimbangkan 
konteks lokal dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar hasil evaluasi 
dapat digunakan untuk perbaikan yang nyata dan relevan. 
 
4. Tantangan dan Hambatan dalam Evaluasi Kebijakan Pengembangan 
Kurikulum Pendidikan Dasar 
Tantangan utama yang dihadapi dalam evaluasi kebijakan kurikulum pendidikan dasar 
meliputi keterbatasan dana, waktu, dan kapasitas sumber daya manusia yang 
melakukan evaluasi (Sabatier, 2007). Selain itu, resistensi dari guru dan kepala 
sekolah yang merasa evaluasi sebagai beban tambahan juga menjadi hambatan 
signifikan (Rossi et al., 2004). Kurangnya data yang valid dan sistem informasi yang 
terintegrasi juga menghambat proses evaluasi yang efektif (Scriven, 1991). Hambatan 
ini menyebabkan hasil evaluasi tidak selalu digunakan secara optimal untuk perbaikan 
kebijakan. 
 Hambatan utama dalam evaluasi kebijakan pengembangan kurikulum meliputi 
kurangnya partisipasi aktif dari guru sebagai pelaksana utama kurikulum, keterbatasan 
sumber daya, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya evaluasi yang objektif 
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dan berkesinambungan. Selain itu, seringkali evaluasi dianggap sebagai formalitas 
administratif sehingga tidak menghasilkan perbaikan. Kendala lain yang ditemukan 
adalah seringnya perubahan kurikulum tanpa evaluasi mendalam terhadap 
implementasi sebelumnya, yang menyebabkan kebijakan kurikulum menjadi tidak 
stabil dan sulit diukur keberhasilannya 
 
5. Rekomendasi Strategis untuk Meningkatkan Efektivitas Evaluasi Kebijakan 
Kurikulum 

Beberapa strategi untuk meningkatkan efektivitas evaluasi kebijakan kurikulum 
pendidikan dasar, antara lain: 

Penguatan kapasitas evaluator melalui pelatihan dan pendampingan agar 
evaluasi dilakukan secara profesional dan objektif (Patton, 2008). Pengembangan 
sistem informasi evaluasi yang terintegrasi untuk memudahkan pengumpulan dan 
analisis data (Stufflebeam, 2003). Pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan agar evaluasi lebih komprehensif dan diterima luas 
(Brinkerhoff, 2003). Pengalokasian sumber daya yang memadai untuk mendukung 
proses evaluasi secara berkelanjutan (Sabatier, 2007). Pemanfaatan hasil evaluasi 
secara nyata dalam revisi dan pengembangan kebijakan agar evaluasi tidak hanya 
menjadi formalitas (Fullan, 2016). 

Strategis dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas evaluasi kebijakan 
pengembangan kurikulum pendidikan dasar: 1) Meningkatkan Partisipasi Guru dan 
Pemangku Kepentingan, 2) Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Evaluator; 3) 
Penggunaan Model Evaluasi yang Komprehensif; 4) Pengembangan Sistem 
Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan; 5) Penyesuaian Kebijakan Berdasarkan Hasil 
Evaluasi 
 
Pembahasan 

Evaluasi sebagai Pilar Utama dalam Pengembangan dan Implementasi Kebijakan 
Evaluasi bukan sekadar alat pengukuran, melainkan mekanisme dinamis yang 

memungkinkan pembuat kebijakan untuk menyesuaikan dan memperbaiki kebijakan 
secara berkelanjutan. Patton (2008) menegaskan bahwa evaluasi yang berorientasi 
pada pemanfaatan hasil (utilization-focused) sangat penting agar kebijakan dapat 
responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini sangat relevan dalam konteks 
pendidikan dasar yang terus berkembang dan membutuhkan adaptasi kurikulum yang 
cepat dan tepat. 
Model Evaluasi yang Komprehensif dan Partisipatif 

Model CIPP yang komprehensif memungkinkan evaluasi dari berbagai dimensi, 
mulai dari konteks hingga hasil akhir, sehingga memberikan gambaran menyeluruh 
tentang efektivitas kebijakan (Stufflebeam, 2003). Pendekatan partisipatif yang 
melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat juga meningkatkan legitimasi dan 
akuntabilitas evaluasi, sekaligus memperkaya data yang diperoleh (Brinkerhoff, 2003). 
Pendekatan ini membantu mengatasi resistensi dan meningkatkan komitmen 
pelaksana kebijakan. 
Praktik Evaluasi dan Hambatan yang Dihadapi 

Meskipun praktik evaluasi sudah banyak dilakukan, hambatan seperti 
keterbatasan sumber daya dan resistensi pelaksana masih menjadi kendala utama. 
Studi oleh Sabatier (2007) dan Rossi et al. (2004) menunjukkan bahwa tanpa 
dukungan sumber daya dan komitmen yang kuat, evaluasi sulit memberikan dampak 
signifikan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan penyediaan sumber daya menjadi 
kunci keberhasilan evaluasi. 
Implikasi untuk Kebijakan dan Praktik Pendidikan Dasar 

Evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari 
siklus kebijakan kurikulum pendidikan dasar. Hal ini memungkinkan kebijakan yang 
adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pendidikan. Fullan (2016) 



 
SSN: 2614-6754 (print)          
ISSN: 2614-3097(online) 

Halaman 5082-5090 
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025 

 

  

 Jurnal Pendidikan Tambusai 5088 

 

menekankan pentingnya evaluasi formatif sebagai alat untuk mendukung perubahan 
yang berkelanjutan dan efektif. Dengan demikian, evaluasi bukan hanya alat kontrol, 
tetapi juga alat pembelajaran dan pengembangan kebijakan. 
Tinjauan Pustaka 
Konsep Evaluasi Kebijakan Kurikulum 

Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, 
efisiensi, dan relevansi suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
(Patton, 2008). Dalam konteks pengembangan kurikulum pendidikan dasar, evaluasi 
berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum serta 
sebagai mekanisme umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan (Scriven, 1991). 
Kurikulum sebagai pedoman pembelajaran harus terus disesuaikan dengan kebutuhan 
peserta didik dan perkembangan zaman, sehingga evaluasi menjadi instrumen penting 
untuk memastikan relevansi dan kualitas kurikulum (Depdiknas, 2003). 

Evaluasi kebijakan kurikulum tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses 
pelaksanaan kebijakan, termasuk keterlibatan pemangku kepentingan seperti guru, 
kepala sekolah, dan dinas pendidikan (Kemendikbudristek, 2022). Pendekatan 
evaluasi yang komprehensif dan partisipatif dapat meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi dalam pengelolaan kurikulum (Bryk et al., 2010). 
Teori dan Model Evaluasi Kebijakan 

Beberapa teori dan model evaluasi kebijakan yang relevan dalam konteks 
pendidikan dasar antara lain: 
Model Kirkpatrick 

Model ini menilai efektivitas program pelatihan dan kebijakan melalui empat 
level: reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil (Kirkpatrick, 1998). Model ini sering 
digunakan untuk mengevaluasi pelatihan guru dalam implementasi kurikulum baru. 
Teori Implementasi Kebijakan 

Sabatier (2007) menekankan pentingnya analisis proses implementasi 
kebijakan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 
kebijakan, seperti dukungan politik, sumber daya, dan komunikasi antar pemangku 
kepentingan. 
Pendekatan Partisipatif 

Guba dan Lincoln (1989) mengusulkan evaluasi yang melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan secara aktif untuk mendapatkan perspektif yang lebih holistik 
dan meningkatkan legitimasi hasil evaluasi. 
Evaluasi Berbasis Penggunaan (Utilization-Focused Evaluation) 

Patton (2008) menekankan bahwa evaluasi harus dirancang untuk digunakan 
oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan agar hasil evaluasi dapat 
langsung diterapkan untuk perbaikan kebijakan. 
Kajian Terdahulu 

Berbagai studi terdahulu telah meneliti evaluasi kebijakan dalam 
pengembangan kurikulum pendidikan dasar, dengan temuan sebagai berikut: 

Fullan (2007) menyoroti bahwa evaluasi yang efektif harus mampu menangani 
dinamika perubahan sosial dan teknologi yang cepat, sehingga kurikulum tetap relevan 
dan adaptif. Bryk et al. (2010) menemukan bahwa keterlibatan guru dan kepala 
sekolah dalam evaluasi kebijakan meningkatkan akuntabilitas dan kualitas 
implementasi kurikulum. 

OECD (2019) dalam laporan Education Policy Outlook menekankan pentingnya 
evaluasi kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis bukti untuk meningkatkan mutu 
pendidikan dasar di berbagai negara. Rossi, Lipsey, & Freeman (2004) 
mengidentifikasi hambatan utama dalam evaluasi kebijakan, seperti keterbatasan 
sumber daya dan resistensi terhadap perubahan, yang harus diatasi untuk mencapai 
hasil evaluasi yang optimal. Chen (2015) mengemukakan bahwa evaluasi yang 
mengintegrasikan teori dan praktik secara sistematis dapat memberikan rekomendasi 
strategis yang lebih efektif dalam pengembangan kurikulum. 
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Dari kajian literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan 
dalam pengembangan kurikulum pendidikan dasar merupakan proses yang kompleks 
dan multidimensional. Evaluasi harus menggabungkan berbagai model dan 
pendekatan untuk menilai baik proses maupun hasil implementasi kebijakan. 
Keterlibatan aktif pemangku kepentingan dan penggunaan hasil evaluasi untuk 
perbaikan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pengembangan kurikulum yang 
adaptif dan responsif. 

Hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap 
perubahan perlu diantisipasi dengan strategi evaluasi yang inklusif dan komunikatif. 
Dengan demikian, evaluasi kebijakan tidak hanya menjadi alat pengukuran, tetapi juga 
instrumen strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar secara berkelanjutan. 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan mengenai Peran Evaluasi dalam 
Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar, dapat 
disimpulkan bahwa evaluasi memegang peranan yang sangat penting dalam 
memastikan keberhasilan kebijakan kurikulum. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai 
alat pengukur efektivitas kebijakan, tetapi juga sebagai mekanisme umpan balik yang 
memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Berbagai model dan teori evaluasi, seperti 
model CIPP (Context, Input, Process, Product) serta pendekatan formatif dan sumatif, 
terbukti relevan dan efektif untuk diaplikasikan dalam konteks pendidikan dasar. 
Namun, praktik evaluasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti 
rendahnya partisipasi guru, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman 
akan pentingnya evaluasi yang objektif dan berkelanjutan. Tantangan-tantangan ini 
berdampak pada efektivitas evaluasi yang belum optimal dan menghambat 
pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan pendidikan. Dengan 
demikian, evaluasi kebijakan kurikulum pendidikan dasar bukan hanya sekadar proses 
administratif, melainkan sebuah instrumen strategis yang dapat mendorong perbaikan 
kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan 
dapat memperkuat efektivitas pengembangan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum 
sehingga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pendidikan yang dinamis di 
Indonesia. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kajian ini merekomendasikan 
beberapa langkah strategis yang perlu diambil. Pertama, peningkatan keterlibatan aktif 
para pemangku kepentingan, khususnya guru, kepala sekolah, dan pengawas, sangat 
penting agar evaluasi menjadi proses yang lebih objektif dan relevan. Kedua, 
penguatan kapasitas evaluator melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi harus 
dilakukan agar evaluasi dapat dilakukan secara sistematis dan berbasis bukti. Ketiga, 
adopsi model evaluasi yang komprehensif seperti CIPP dapat memberikan gambaran 
menyeluruh mengenai berbagai aspek kebijakan dan pelaksanaannya. Keempat, 
pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dan berkelanjutan 
sangat diperlukan untuk memastikan hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar 
pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Kelima, hasil evaluasi harus menjadi 
dasar revisi dan pengembangan kebijakan agar kebijakan kurikulum selalu adaptif 
terhadap perubahan kebutuhan pendidikan dan perkembangan zaman. Terakhir, 
peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya evaluasi di kalangan 
seluruh pemangku kepentingan harus terus dilakukan agar evaluasi tidak dipandang 
sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai bagian integral dari upaya 
peningkatan mutu pendidikan. 
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